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This study explores the resonance between the government and 
the community regarding flood management in Sungai Penuh City 
using Teun A. Van Dijk's discourse analysis approach and Niklas 
Luhmann's resonance theory. The findings indicate an imbalance 
in resonance between citizens and the government. The 
community shows a resonance of “too much” with emotional, 
participatory, and repetitive responses through cooperation, 
criticism, and independent action, while the government shows a 
resonance of “too little” with consistent bureaucratic communication 
patterns, but low emotional intensity. This imbalance indicates that 
both systems function according to their own internal 
communication codes, but a balanced resonance that can produce 
sustainable collective solutions has not yet been created. This 
finding reinforces Luhmann's argument that interactions between 
social subsystems are unbalanced and that dominance has the 

potential to hinder the development of discourse on a social issue 

Keywords: 
Ecological 
Communication, 
Development 
Communication, 
Social System 
Resonance, 
Flood 
Management   

 

Kata kunci:      
Komunikasi 
Ekologi, 
Komunikasi 
Pembangunan, 
Resonansi 
Sistem Sosial, 
Penanggulangan 
Banjir 

Penelitian ini mengeksplorasi resonansi antara pemerintah dan 
masyarakat terkait penanggulangan banjir di Kota Sungai Penuh 
dengan menggunakan pendekatan analisis wacana Teun A. Van 
Dijk dan teori resonansi Niklas Luhmann. Temuan studi 
mengindikasikan adanya ketidakseimbangan resonansi antara 
warga dan pemerintah. Masyarakat menunjukkan resonansi "to 
much" dengan respons emosional, partisipatif, dan berulang 
melalui kerja sama, kritik, hingga aksi mandiri, sementara 
pemerintah memperlihatkan resonansi "to little" dengan pola 
komunikasi birokratis yang konsisten, namun rendah intensitas 
emosional. Ketidakseimbangan ini menunjukkan bahwa kedua 
sistem berfungsi sesuai dengan kode komunikasi internal mereka 
sendiri, namun belum tercipta resonansi seimbang yang dapat 
menghasilkan solusi kolektif yang berkelanjutan. Penemuan ini 
memperkuat argumen Luhmann bahwa interaksi antara subsistem 
sosial adalah tidak seimbang dan adanya dominasi berpotensi 
menghambat perkembangan wacana dalam sebuah isu sosial. 
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Pendahuluan 
Berdasarkan analisis resiko bencana yang dikeluar Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah (BPBD) Kota Sungai Penuh, Banjir merupakan bencana yang tiap tahun di alami oleh 
Kota Sungai Penuh (BPBD Kota Sungai Penuh, 2022). Bahkan banjir terparah dialami oleh 
Kota Sungai Penuh sepanjang Tahun 2023 hingga 2024. Banjir ini menggenang Kecamatan 
Hamparan Rawang, Tanah Kampung dan Koto Baru, menenggelamkan 5000 hektar lahan 
pertanian, pemukiman, dan akses jalan masyarakat (Riskyani et al., 2025). 

Tingkat curah hujan yang tinggi dan tipe topografi Kota Sungai Penuh yang cekungan 
rendah disepanjang Sungai Batang Merao menjadi salah satu penyebab terjadinya banjir 
tahun (Nadira & Nur, 2024). Hasil pemetaan wilayah banjir di Kota Sungai Penuh menujukkan 
hanya 34% wilayah Sungai Penuh yang bebas banjir, selebihnya berada pada kawasan resiko 
banjir sedang dan besar. Data ini menunjukkan bahwa sebagian besar kawasan kota sangat 
rentan terkena rendaman banjir (Yetty et al., 2018). 

Dalam penanggulangan banjir tidak hanya dibutuhkan aspek teknis melainkan juga 
aspek sosial ekologis. Media mempunyai peran penting dalam menyebarkan informasi dalam 
isu penanggulangan bencana banjir kepada masyarakat (Harahap et al., 2023). Beberapa 
penelitian mengenai komunikasi dalam penanggulangan bencana antara lain : Pertama, 
penelitian Salley, dkk pada tahun 2025, menunjukkan pendekatan media dalam komunikasi 
penanggulangan banjir masih bersifat top-down atau satu arah seperti : intruksi resmi, arahan 
BPBD, liputan media, pengumuman public, dan poster (Salley et al., 2025).  

Kedua, Penelitian Hayati, dkk pada tahun 2024, menjukkan komunikasi menggunakan 
media sosial seperti WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, dan aplikasi resmi BPBD 
semakin dominan menjadi wadah penyebaran infoemasi bencana banjir secara realtime. 
Penelitian ini menunjukkan bahwa bantuan media sosial, akses internet, dan ponsel pintar 
mampu membangun kesadaran dalam  isu penanggulangan bencana banjir kepada 
masyarakat (Hayati et al., 2024).  

Ketiga, Penelitian Setiadi, dkk pada tahun 2023 yang menemukan bahwa pendekatan 
komunikasi partisipatif masyarakat dalam penanggulangan bencana banjir semakin sering 
dilakukan. Temuan ini menukkan bahwa komunikasi inklusi dalam isu penanggulangan 
bencana banjir semakin sering dilakukan, walaupun pendekatan top-down tradisional belum 
sepenuhnya ditinggalkan (Setiadi et al., 2023). 

Keempat, Penelitian Fekete dan Rhain pada tahun 2024, fokus pada tekanan yang 
dihadapi oleh relawan dan korban. Adapun tekanan tersebut antara lain : psikologis, 
misinformasi, dan tantangan terkait infrastruktur. Penelitian ini merekomendasukan perbaikan 
alat komunikasi digital yang lebih baik dan responsive dalam penanggulangan banjir (Fekete 
& Rhein, 2024) 

Kelima, Penelitian Lin pada tahun 2025 yang mengungkapkan bahwa komunikasi 
penanggulangan banjir haruslah interaktif dan melibatkan berbagai kepentingan masyarakat 
secara kolaboratif. Lin mengatakan komunikasi kolaboratif afektif dalam meningkatkan  
ersepsi efikasi sosial dan efikasi respons  dalam penanggulangan banjir (Lin, 2025).  

Dari kelima penelitian terdahulu ini (Fekete & Rhein, 2024; Hayati et al., 2024; Lin, 2025; 
Salley et al., 2025; Setiadi et al., 2023), menujuukkan bahwa komunikasi dalam isu 
penanggulangan bencana banjir masih bersifat teknis yang menonjolkan transmisi pesan. 
Tanpa melihat aspek isu lingkungan menjadi sesuatu yang kompeks. Hal sejalan dengan 
pandangan Niklas Luhman dalam komunikasi ekologi, yang menganggap isu lingkungan 
adalah sesuatu yang sangan kompleks, tidak bisa direduksi oleh sistem yang tunggal, 
sehingga butuh sistem sosial dalam mereduksi kompeksitas isu lingkungan ini (Roth et al., 
2025; Valentinov, 2014). Masyarakat terdiri dari berbagai sistem sosial yang terdiferensiasi 
secara kode logika komunikasi internal. Dengan kata lain, isu lingkungan tidak otomatis 
menjadi masalah sosial, tetapi menjadi masalah ketika ada sistem sosial yang 
mengkonstruksinya sesuai dengan kode internal yang dimilikinya (Luhmann, 1989). Hanya 
seleksi komunikasi yang dilakukan oleh masing-masing sub sistem inilah yang bisa membantu 
dalam mereduksi kompeksitas isu lingkungan, khusunya isu penanggulangan bencana banjir.  
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Penelitian ini tidak fokus pada isu dinamika komunikasi persuasif dalam media massa, 
seperti teknik, strategi, dan pengaruh terhadap perilaku masyarakat (Saputra & Hidayat, 
2025), namun fokus pada respon sistem sosial yang tergambarkan dalam media massa. 

Luhman mengembangkan isu resonansi tentang bagaimana setiap sistem yang teriritasi 
tentang isu lingkungan, akan memberi respon sesuai kode internal masing-masing sistem 
(Luhmann, 1989). Proses respon tersebut berupa proses seleksi komunikasi internal yang 
dilakukannya, yakni seleksi informasi, pemahaman dan ungkapan atau ekpresi komunikasi 
(Luhmann, 1986). Luhman tidak tertarik pada aktor dalam komunikasi, dia hanya tertarik pada 
proses komunikasi dan sirkulasi informasi terkait dengan isu sosial (Moeller, 2017).  Luhman 
menganggap komunikasilah dasar masyarakat, sistem sosial mereproduksi dirinya bukan 
dengan individu, tapi dengan komunikasi yang melahirkan komunikasi berikutnya (Esposito et 
al., 2021), termasuk dalam isu penanggulangan bencana banjir di Sungai Penuh. Sehingga 
kebaharuan prespektif teoritis inilah yang menjadi kebaharuan dalam penelitian mengenai 
komunikasi dalam isu penanggulangan bencana banjir di Kota Sungai Penuh ini. 

Meskipun berbagai penelitian sebelumnya telah membahas komunikasi dalam 
penanggulangan banjir, sebagian besar masih berfokus pada aspek transmisi pesan, 
efektivitas media, dan strategi komunikasi risiko. Studi-studi tersebut cenderung melihat 
komunikasi sebagai alat untuk mempengaruhi perilaku, baik melalui pendekatan top-down 
maupun partisipatif. Namun, masih terdapat keterbatasan kajian yang melihat komunikasi 
sebagai proses sistemik, khususnya bagaimana isu lingkungan direduksi dan direproduksi 
oleh sistem sosial yang berbeda melalui logika komunikasinya masing-masing. Selain itu, 
penelitian terdahulu belum secara spesifik mengkaji bagaimana media lokal 
merepresentasikan interaksi antara sistem masyarakat dan sistem pemerintahan sebagai dua 
subsistem yang memiliki kapasitas resonansi yang berbeda dalam merespons isu banjir. Oleh 
karena itu, celah penelitian ini terletak pada upaya untuk menganalisis komunikasi 
penanggulangan banjir bukan sebagai proses penyampaian pesan, melainkan sebagai 
dinamika resonansi antar sistem sosial yang direpresentasikan dalam wacana media lokal. 
Berbeda dengan penelitian sebelumnya, studi ini menawarkan kebaruan pada dua aspek 

utama. Pertama, secara teoritis, penelitian ini mengintegrasikan analisis wacana Teun A. Van 

Dijk dengan teori resonansi sistem sosial Niklas Luhmann, sehingga tidak hanya mengungkap 

struktur teks, tetapi juga menjelaskan bagaimana makna komunikasi diproduksi melalui logika 

sistem sosial yang berbeda. Kedua, secara empiris, penelitian ini mengidentifikasi resonansi 

antara masyarakat dan pemerintah dalam wacana media lokal, yang belum banyak dibahas 

dalam studi komunikasi lingkungan sebelumnya. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya 

memperluas pendekatan analisis komunikasi lingkungan, tetapi juga menawarkan perspektif 

baru dalam memahami kegagalan koordinasi komunikasi antar sistem sosial dalam isu 

bencana. 

 

Metode Penelitian dan Pendekatan Teori 

Objek penelitian ini adalah pemberitaan mengenai isu penanggulangan banjir yang 
dipublikasikan oleh media massa lokal serta komunikasi yang melibatkan pemerintah daerah 
dan masyarakat dalam kurun waktu 2020–2025. Penelitian ini tidak menempatkan media 
sebagai fokus utama kajian, melainkan sebagai ruang komunikasi yang memperlihatkan 
bagaimana sistem sosial, khususnya pemerintah dan masyarakat dalammembangun, 
merespons, dan mereproduksi isu penanggulangan banjir. 

Media lokal dalam penelitian ini diperlakukan sebagai sumber data yang merekam 
dinamika komunikasi internal sistem sosial terkait upaya penanggulangan banjir. Oleh karena 
itu, penelitian tidak dibatasi pada satu media tertentu, melainkan menggunakan beberapa 
media massa lokal yang memuat pemberitaan mengenai respons pemerintah dan masyarakat 
terhadap permasalahan banjir. Pemilihan beberapa media dilakukan untuk memperoleh 
gambaran yang lebih komprehensif mengenai variasi dan pola komunikasi yang berkembang 
di ruang publik lokal. 
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Penentuan media yang dianalisis tidak didasarkan pada kuantitas pemberitaan atau 
intensitas publikasi semata, tetapi pada prinsip kejenuhan data (data saturation). Prinsip ini 
digunakan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh telah cukup merepresentasikan 
diferensiasi respons dari berbagai sistem sosial yang terlibat dalam isu penanggulangan 
banjir. Dengan demikian, pemilihan sumber media bertujuan untuk menangkap keragaman 
perspektif komunikasi yang muncul dalam pemberitaan, sehingga memungkinkan peneliti 
memahami bagaimana isu banjir dikonstruksi, ditafsirkan, dan direspons oleh berbagai aktor 
sosial dalam ruang komunikasi lokal. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif konstruktifis, dengan metode 
penelitian analisis wacana Teun A. Van Dijk yang melihat objek penelitian menjadi tiga, yaitu 
dimensi teks, kongnisi sosial dan juga konteks sosial (Dijk, 1943). Dimensi teks  berhubungan 
dengan struktur teks dalam media, kongnisi sosial berhubungan dengan pandangan pihak 
yang membuat teks, sedangkan konteks sosial berhubungan situasi yang berkembang terkait 
isu atau wacana yang berkembang di masyarakat (Van Dijk, 2023; Van Dijk, 2009).  

Setelah dilakukan analisis teks wacana Teun A. Van Dijk pada media masa, baru 
dilihat resonansi dari masing-masing sistem-sistem sesuai dengan pendekatan ekologi 
komunikasinya Niklas Luhmann (Luhmann, 1989). Dilihat apakah komunikasi masing-masing 
sistem di media massa seimbang, to much atau to litte terkait isu isu penanggulangan banjir 
di Kota Sungai Penuh. 

Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, dan analisis dokumentasi, yang 
bertujuan agar mendapatkan data yang bersifat holistic terkait penelitian (Haryoko et al., 
2020). Dalam hal keabsahan analisis, penelitian ini menggunakan triangulasi metode analisis 
dan sumber data penelitian, untuk menjamin adanya keandalan dan keabsahan data 
penelitian (Bachri, 2010) 
 

Pembahasan dan Hasil 

Analisis Teks Berita 
 

Tabel 1. Respon Masyarakat di dalam Media 

Tahun 

(Media) 

Judul (Link) Dimensi Teks Kognisi sosial Konteks Sosial 

2020 

 (jambi. 

viralpublik.c

om) 

Wako 

AJB  Tindaklanj

uti Aspirasi 

Warga, 

Normalisasi 

Sungai Bungkal 

& Revitalisasi 

Areal 

Persawahan 

Cangkin 

(https://jambi.vir

alpublik.com/wa

ko-ajb-

tindaklanjuti-

aspirasi-warga-

normalisasi-

sungai-bungkal-

revitalisasi-

areal-

persawahan)  

Tulisan ini 

disusun dalam 

bentuk laporan 

naratif yang 

mengangkat tema 

kolaborasi 

masyarakat dan 

partisipasi 

pemerintah. 

Berita menyajikan 

struktur deskriptif 

(siapa, kapan, 

apa) dan 

mencantumkan 

kutipan harapan 

petani mengenai 

“normalisasi 

Sungai Bungkal” 

sebagai fokus 

utama. Istilah 

Sudut pandang 

kombinasi: tulisan 

ini meletakkan 

pemerintah 

daerah dan 

pemimpin adat 

sebagai 

penyelenggara 

yang 

mendengarkan 

masyarakat 

petani. Narasi 

menyampaikan 

harapan 

Gapoktan dan 

pemimpin adat 

yang 

mendambakan 

segera dilakukan 

normalisasi 

Konteksnya 

adalah 

genangan air di 

lahan pertanian 

di Kecamatan 

Cangkin 

disebabkan 

oleh hujan 

lebat. Sekitar 

40 hektar dari 

232 ha lahan 

pertanian 

petani 

terendam oleh 

banjir 

musiman. 

Kondisi sosial 

yang dihadapi 

adalah krisis 

pertanian 

https://jambi.viralpublik.com/wako-ajb-tindaklanjuti-aspirasi-warga-normalisasi-sungai-bungkal-revitalisasi-areal-persawahan
https://jambi.viralpublik.com/wako-ajb-tindaklanjuti-aspirasi-warga-normalisasi-sungai-bungkal-revitalisasi-areal-persawahan
https://jambi.viralpublik.com/wako-ajb-tindaklanjuti-aspirasi-warga-normalisasi-sungai-bungkal-revitalisasi-areal-persawahan
https://jambi.viralpublik.com/wako-ajb-tindaklanjuti-aspirasi-warga-normalisasi-sungai-bungkal-revitalisasi-areal-persawahan
https://jambi.viralpublik.com/wako-ajb-tindaklanjuti-aspirasi-warga-normalisasi-sungai-bungkal-revitalisasi-areal-persawahan
https://jambi.viralpublik.com/wako-ajb-tindaklanjuti-aspirasi-warga-normalisasi-sungai-bungkal-revitalisasi-areal-persawahan
https://jambi.viralpublik.com/wako-ajb-tindaklanjuti-aspirasi-warga-normalisasi-sungai-bungkal-revitalisasi-areal-persawahan
https://jambi.viralpublik.com/wako-ajb-tindaklanjuti-aspirasi-warga-normalisasi-sungai-bungkal-revitalisasi-areal-persawahan
https://jambi.viralpublik.com/wako-ajb-tindaklanjuti-aspirasi-warga-normalisasi-sungai-bungkal-revitalisasi-areal-persawahan
https://jambi.viralpublik.com/wako-ajb-tindaklanjuti-aspirasi-warga-normalisasi-sungai-bungkal-revitalisasi-areal-persawahan
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 “gotong royong” 

dan “normalisasi 

sungai” menyoroti 

partisipasi 

masyarakat dan 

peningkatan 

infrastruktur 

 

sungai. 

Pernyataan 

aspirasi petani 

(“Masyarakat 

berharap 

normalisasi…”) 

mencerminkan 

sudut pandang 

langsung warga 

dalam teks 

 

(penurunan 

produksi padi) 

yang 

menyebabkan 

warga 

melakukan 

protes dan 

mendorong 

perbaikan 

sistem saluran 

air untuk solusi 

jangka panjang 

 

2021  

(radarjambi 

.co.id) 

Al haris gotong-

royong Bersama 

warga sekaligus 

resmikan 

Kawasan 

kampung 

perikanan 

(https://liputanta

njab.com/al-

haris-gotong-

royong-

bersama-warga-

sekaligus-

resmikan-

kawasan-

kampung-

perikanan/)  

 

Teks 

disampaikan 

dalam bentuk 

siaran pers berita 

lokal dengan 

kutipan langsung 

dari pejabat 

senior. 

Pemakaian 

bahasa daerah 

(“samo-samo kito 

jago sungai”) 

dalam kutipan 

dari Gubernur 

memberikan 

kesan hangat dan 

meyakinkan. 

Struktur teks 

menyoroti kerja 

sama antara 

pemimpin dan 

masyarakat, 

dengan fokus 

utama pada 

ajakan untuk 

melestarikan 

sungai 

 

Narasi 

menekankan 

perhatian 

pemerintah 

daerah terhadap 

masyarakat. 

Sudut pandang 

teks adalah 

pejabat publik 

yang aktif 

menanggapi 

harapan petani 

dan petani yang 

senang mendapat 

perhatian. 

Pandangan 

Gubernur 

mencerminkan 

semangat gotong 

royong Jawa 

(kolaboratif) dan 

tanggung jawab 

bersama dalam 

menjaga 

lingkungan 

 

Latar belakang 

sosialnya 

berhubungan 

dengan 

penurunan 

hasil padi di 

Jambi serta 

berkurangnya 

area 

persawahan. 

Keadaan ini 

semakin parah 

akibat banjir 

lahan 

pertanian. 

Gubernur 

menyebutkan 

berkurangnya 

luas dan hasil 

sawah, 

menjelaskan 

bahwa banjir 

adalah 

ancaman bagi 

ketahanan 

pangan lokal, 

sehingga 

inisiatif gotong 

royong untuk 

membersihkan 

sungai 

dilakukan 

sebagai 

langkah 

mitigasi jangka 

panjang 

https://liputantanjab.com/al-haris-gotong-royong-bersama-warga-sekaligus-resmikan-kawasan-kampung-perikanan/
https://liputantanjab.com/al-haris-gotong-royong-bersama-warga-sekaligus-resmikan-kawasan-kampung-perikanan/
https://liputantanjab.com/al-haris-gotong-royong-bersama-warga-sekaligus-resmikan-kawasan-kampung-perikanan/
https://liputantanjab.com/al-haris-gotong-royong-bersama-warga-sekaligus-resmikan-kawasan-kampung-perikanan/
https://liputantanjab.com/al-haris-gotong-royong-bersama-warga-sekaligus-resmikan-kawasan-kampung-perikanan/
https://liputantanjab.com/al-haris-gotong-royong-bersama-warga-sekaligus-resmikan-kawasan-kampung-perikanan/
https://liputantanjab.com/al-haris-gotong-royong-bersama-warga-sekaligus-resmikan-kawasan-kampung-perikanan/
https://liputantanjab.com/al-haris-gotong-royong-bersama-warga-sekaligus-resmikan-kawasan-kampung-perikanan/
https://liputantanjab.com/al-haris-gotong-royong-bersama-warga-sekaligus-resmikan-kawasan-kampung-perikanan/
https://liputantanjab.com/al-haris-gotong-royong-bersama-warga-sekaligus-resmikan-kawasan-kampung-perikanan/
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2023 

(jambi. 

viralpublik. 

com) 

 

Bersama 

Dengan 

Masyarakat, 

Wako Ahmadi 

Ikut Gotong 

Royong 

Bersihkan 

Sungai 

(https://jambi.vir

alpublik.com/ber

sama-dengan-

masyarakat-

wako-ahmadi-

ikut-gotong-

royong-

bersihkan-

sungai)  

Berita disusun 

secara naratif 

dengan 

penekanan pada 

aktivitas bakti 

sosial. Judul dan 

kutipan Walikota 

menyoroti 

kolaborasi antara 

masyarakat dan 

pemerintah 

(“bersama 

masyarakat, 

Wako Ahmadi 

berpartisipasi 

dalam gotong 

royong”). Struktur 

teks mencakup 

pernyataan 

langsung dari 

Wali Kota, 

ungkapan terima 

kasih, dan 

rencana 

anggaran untuk 

pembangunan 

tanggul (2024) di 

bagian akhir. 

Laporan tersebut 

menekankan 

motif lingkungan 

(pembersihan 

sungai) 

 

Wacana 

mencerminkan 

sudut pandang 

Wali Kota yang 

mendukung serta 

memotivasi 

masyarakat. 

Pernyataan beliau 

(“terima kasih atas 

keikutsertaan… 

gotong royong 

dalam menjaga 

lingkungan harus 

selalu didorong”) 

mencerminkan 

nilai-nilai kolektif 

komunitas yang 

telah 

terinternalisasi 

dalam pikiran 

pemerintah. Visi 

serta tanggung 

jawab sosial 

pemerintah 

tercermin dari 

penyaluran 

bantuan semen 

dan komitmen 

anggaran, 

menunjukkan 

pandangan pihak 

berwenang bahwa 

penanganan 

bencana adalah 

tanggung jawab 

bersama 

 

Konteks 

sosialnya 

adalah 

bencana banjir 

tahunan yang 

disebabkan 

oleh hujan 

ekstrem, 

khususnya di 

Kecamatan 

Kumun Debai 

beberapa 

waktu lalu 

(tanggul jebol). 

Warga Sungai 

Penuh tinggal 

dalam situasi 

rentan 

terhadap banjir 

hulu sungai. 

Masalah yang 

diangkat 

adalah 

pentingnya 

kerjasama 

antara 

masyarakat 

dan pemerintah 

daerah dalam 

meningkatkan 

infrastruktur 

(tanggul, 

normalisasi) 

guna 

meminimalkan 

risiko terjadinya 

banjir kembali 

 

2025 

(iNBrita.co

m) 

Warga Angkat 

Sampah dari 

Got, Ungkap 

Penyebab Banjir 

(https://inbrita.co

m/warga-

angkat-sampah-

dari-got-ungkap-

penyebab-

banjir/)  

Berita santai 

berupa laporan 

kejadian singkat 

dengan gaya 

cerita yang 

umum: judul 

menarik 

mengaitkan 

tindakan 

masyarakat 

dengan penyebab 

Penulis 

menempatkan 

masyarakat 

sebagai entitas 

yang aktif dan 

peduli terhadap 

lingkungan. Judul 

menyoroti 

partisipasi 

masyarakat 

(“Warga Angkat 

Konteks: 

musim 

penghujan 

mengakibatkan 

sistem saluran 

tersumbat 

sampah, 

memicu banjir 

di jalan dan 

kawasan 

pemukiman. - 

https://jambi.viralpublik.com/bersama-dengan-masyarakat-wako-ahmadi-ikut-gotong-royong-bersihkan-sungai
https://jambi.viralpublik.com/bersama-dengan-masyarakat-wako-ahmadi-ikut-gotong-royong-bersihkan-sungai
https://jambi.viralpublik.com/bersama-dengan-masyarakat-wako-ahmadi-ikut-gotong-royong-bersihkan-sungai
https://jambi.viralpublik.com/bersama-dengan-masyarakat-wako-ahmadi-ikut-gotong-royong-bersihkan-sungai
https://jambi.viralpublik.com/bersama-dengan-masyarakat-wako-ahmadi-ikut-gotong-royong-bersihkan-sungai
https://jambi.viralpublik.com/bersama-dengan-masyarakat-wako-ahmadi-ikut-gotong-royong-bersihkan-sungai
https://jambi.viralpublik.com/bersama-dengan-masyarakat-wako-ahmadi-ikut-gotong-royong-bersihkan-sungai
https://jambi.viralpublik.com/bersama-dengan-masyarakat-wako-ahmadi-ikut-gotong-royong-bersihkan-sungai
https://jambi.viralpublik.com/bersama-dengan-masyarakat-wako-ahmadi-ikut-gotong-royong-bersihkan-sungai
https://inbrita.com/warga-angkat-sampah-dari-got-ungkap-penyebab-banjir/
https://inbrita.com/warga-angkat-sampah-dari-got-ungkap-penyebab-banjir/
https://inbrita.com/warga-angkat-sampah-dari-got-ungkap-penyebab-banjir/
https://inbrita.com/warga-angkat-sampah-dari-got-ungkap-penyebab-banjir/
https://inbrita.com/warga-angkat-sampah-dari-got-ungkap-penyebab-banjir/
https://inbrita.com/warga-angkat-sampah-dari-got-ungkap-penyebab-banjir/
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 banjir. Susunan: 

gambar ilustrasi 

(warga 

membersihkan 

saluran), paragraf 

pembuka singkat 

menjelaskan 

permasalahan, 

diikuti kutipan 

dialog dari tokoh 

(masyarakat). - 

Bahasa 

persuasif/edukatif 

(“Masyarakat 

harus 

mengerti…”) 

langsung dari 

sumber. - 

Menekankan 

tindakan pribadi 

(ibu rumah 

tangga) dan 

dampaknya, 

bukan laporan 

formal 

 

Sampah…”). - 

Narasumber (ibu 

rumah tangga) 

berbicara dengan 

bahasa sehari-

hari di video 

media sosial 

(“Lihat ini, banyak 

sekali 

sampahnya… 

bahaya”), 

mencerminkan 

sudut pandang 

masyarakat. - 

Kognisi muncul 

sebagai seruan 

moral: 

mengingatkan 

publik untuk tidak 

membuang 

sampah 

sembarangan 

(narasi “agar tidak 

membuang 

sampah ke 

selokan”) 

 

Masalah 

sampah dan 

banjir sering 

diperbincangka

n di Sungai 

Penuh; video 

yang viral di 

media sosial 

menunjukkan 

kepedulian 

masyarakat 

terhadap isu 

lingkungan. - 

Media 

menekankan 

‘kepandaian 

lokal’ 

masyarakat 

sebagai respon 

mendesak 

terhadap 

minimnya 

perawatan 

saluran oleh 

otoritas 

 

 
Peliputan media media mengenai banjir di Sungai Penuh antara 2020–2025 

menunjukkan bahwa masyarakat merespon peanggulangan banjir dengan berbagai cara, 
mulai dari kerja bakti membersihkan sungai dan saluran air, keterlibatan langsung dalam 
normalisasi aliran sungai, hingga inisiatif secara mandiri seperti mengangkat sampah dari 
selokan agar alirannya tidak terhambat. Dari aspek dimensi teks, berita-berita itu disusun 
dengan pola yang seragam: menyoroti aktivitas nyata masyarakat, memberikan tempat bagi 
kutipan langsung individu atau tokoh setempat, serta menekankan istilah yang penuh makna 
kolektif seperti “gotong royong” atau “jaga sungai”. Terdapat juga variasi gaya, mulai dari 
laporan resmi yang menekankan pada fakta kerugian pertanian hingga narasi umum yang 
menyoroti suara sehari-hari masyarakat di media sosial. 

Dalam perspektif kognisi sosial, media tidak sekadar menyampaikan informasi, tetapi 
juga membangun representasi mengenai bagaimana masyarakat dipahami dan diposisikan 
dalam suatu isu publik. Dalam konteks pemberitaan banjir, media menggambarkan 
masyarakat sebagai entitas yang proaktif dan memiliki kepedulian terhadap lingkungan. 
Petani menyuarakan harapan agar sungai segera diperbaiki karena banjir mengancam lahan 
pertanian mereka; warga desa menunjukkan solidaritas melalui kegiatan gotong royong 
membersihkan sungai bersama para pemimpin lokal; sementara seorang ibu rumah tangga 
dalam video viral mengingatkan masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan. 
Representasi ini menunjukkan bagaimana kesadaran kolektif, nilai kerja sama, serta 
kepedulian terhadap lingkungan terinternalisasi dan diekspresikan sebagai bagian dari 
identitas sosial masyarakat. Dalam studi komunikasi dan media, representasi semacam ini 
dipahami sebagai proses di mana media membingkai aktor sosial dan tindakan kolektif dalam 
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struktur makna tertentu yang dapat mempengaruhi persepsi publik terhadap isu lingkungan 
(Entman, 1993; Van Dijk, 2009) 

Di sisi lain, konteks sosial yang melatarbelakangi wacana tersebut adalah situasi rawan 
banjir musiman yang terjadi secara berulang, kerugian signifikan di sektor pertanian akibat 
sawah yang terendam, penurunan produksi pangan lokal, serta persoalan struktural seperti 
saluran air yang tersumbat oleh sampah. Kondisi ini menunjukkan bahwa banjir tidak semata-
mata merupakan fenomena alam, melainkan juga persoalan sosial, ekonomi, dan lingkungan 
yang berkaitan erat dengan praktik keseharian masyarakat. Penelitian mengenai komunikasi 
lingkungan dan partisipasi masyarakat menunjukkan bahwa keterlibatan warga dalam upaya 
penanggulangan bencana sering muncul sebagai respons adaptif terhadap tekanan ekologis 
dan ekonomi yang mereka hadapi (Cox, 2023; O’Neill & Nicholson-Cole, 2009). Dalam situasi 
seperti ini, partisipasi masyarakat tidak hanya berfungsi sebagai solusi praktis dalam 
menghadapi krisis lingkungan, tetapi juga menjadi narasi sosial yang menegaskan posisi 
masyarakat sebagai aktor utama dalam menjaga keberlanjutan lingkungan di wilayahnya 
(Chambers, 1997; Pretty, 1995) 
 

Tabel 2. Respon Pemerintah di dalam Media 
 

Tahun 

(Media) 

Judul Dimensi Teks Kognisi sosial Konteks 

Sosial 

2020 

(suara 

butesarko. 

com) 

Reaksi Cepat 

Pemkot Sungai 

Penuh Bantu 

Korban Banjir 

(https://ppid.ke

mendagri.go.id/

storage/dokum

en/ueEctbSQe

DgP9N3C5oc5

1lG6lAHlqZJMe

k3vl2Dy.pdf) 

 

 

Laporan berita 

dengan gaya 

faktual/informatif 

mengenai 

pelaksanaan 

penanggulangan 

bencana, disusun 

secara kronologis 

. 

Narator 

menunjukkan 

pemerintah 

yang tanggap 

dan perhatian; 

pemerintah 

tergambar 

cepat dan aktif 

dalam 

membantu 

para korban 

 

Hujan deras 

pada 4–5 

Juni 2020 

menyebabka

n banjir. 

Pemerintah 

lakukan 

Penanganan 

darurat 

terjadi di 

tengah 

pandemi 

COVID-19, 

bersamaan 

dengan 

persiapan 

bulan 

Ramadan 

 

2021 

(bnpb. 

go.id) 

Banjir Rendam 

70 Rumah 

Warga Kota 

Sungai Penuh 

(https://www.bn

pb.go.id/berita/

page/139)  

 

Data resmi (website 

BNPB) dengan 

penjelasan singkat. 

Bahasa resmi yang 

jelas, menekankan 

fakta tentang banjir 

dan tindakan bantuan 

 

Pandangan 

pemerintah/BN

PB 

menekankan 

pentingnya 

kewaspadaan. 

Narator 

berperan 

sebagai 

otoritas, 

menyerukan 

Banjir 

disebabkan 

oleh curah 

hujan yang 

tinggi pada 

Desember 

2021. 

Pemerintah 

menyaranka

n Penduduk 

untuk 

https://ppid.kemendagri.go.id/storage/dokumen/ueEctbSQeDgP9N3C5oc51lG6lAHlqZJMek3vl2Dy.pdf
https://ppid.kemendagri.go.id/storage/dokumen/ueEctbSQeDgP9N3C5oc51lG6lAHlqZJMek3vl2Dy.pdf
https://ppid.kemendagri.go.id/storage/dokumen/ueEctbSQeDgP9N3C5oc51lG6lAHlqZJMek3vl2Dy.pdf
https://ppid.kemendagri.go.id/storage/dokumen/ueEctbSQeDgP9N3C5oc51lG6lAHlqZJMek3vl2Dy.pdf
https://ppid.kemendagri.go.id/storage/dokumen/ueEctbSQeDgP9N3C5oc51lG6lAHlqZJMek3vl2Dy.pdf
https://ppid.kemendagri.go.id/storage/dokumen/ueEctbSQeDgP9N3C5oc51lG6lAHlqZJMek3vl2Dy.pdf
https://ppid.kemendagri.go.id/storage/dokumen/ueEctbSQeDgP9N3C5oc51lG6lAHlqZJMek3vl2Dy.pdf
https://www.bnpb.go.id/berita/page/139
https://www.bnpb.go.id/berita/page/139
https://www.bnpb.go.id/berita/page/139
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kolaborasi dan 

pembersihan 

saluran untuk 

menghindari 

banjir yang 

berkepanjanga

n 

 

berhati-hati; 

masalah 

kebersihan 

sungai dan 

kewaspadaa

n menjadi 

perhatian 

utama 

 

2022 

(bpiw. 

pu.go.id) 

Kunjungi BPIW, 

Walikota 

Sungai Penuh 

Sampaikan 

Kebutuhan 

Prioritas 

Infrastruktur 

PUPR 

(https://bpiw.pu.

go.id/berita/kunj

ungi-bpiw-

walikota-

sungai-penuh-

sampaikan-

kebutuhan-

prioritas-

infrastruktur-

pupr)  

 

Berita profil 

kementerian/PUPR 

dengan kutipan 

wawancara; gaya 

ekspositori. 

Menggunakan 

pernyataan langsung 

Walikota. 

Pemerintah 

daerah proaktif 

mencari solusi 

jangka 

panjang. 

Walikota 

menekankan 

urgensi 

pengendalian 

banjir, 

menampilkan 

diri sebagai 

advokat 

infrastruktur. 

Banjir kerap 

melanda 

akibat 

lekukan 

alami Sungai 

Batang 

Merao. 

Warga dan 

Pemerintah 

Daerah 

mengharapk

an bantuan 

dari pusat 

untuk 

pengembang

an 

infrastruktur 

pencegahan 

banjir 

 

2023 

(ppid.sungai 

penuhkota.go.

id) 

Wako Ahmadi 

Tinjau Dampak 

Banjir Bandang 

Kecamatan 

Kumun Debai. 

Laporan resmi humas 

pemerintah kota 

(ringkasan berita 

beserta gambar). 

Teksnya bersifat 

naratif, 

menggabungkan 

deskripsi aktivitas 

dan kutipan inspiratif 

dari Walikota 

 

Wali Kota 

muncul 

sebagai sosok 

pemimpin yang 

arif; 

memberikan 

semangat 

kepada 

masyarakat 

yang 

terdampak 

(“bersabar, 

mengambil 

pelajaran”) 

sekaligus 

menegaskan 

tekad 

pemerintah 

untuk 

Banjir 

melanda 

pada 

Hardiknas 

2023 (22 

Maret) – 

menjadi 

sorotan 

karena 

upacara 

berlangsung 

di tengah 

banjir. 

Pemerintah 

berusaha 

mengatasi 

kekhawatiran 

masyarakat 

melalui 

https://bpiw.pu.go.id/berita/kunjungi-bpiw-walikota-sungai-penuh-sampaikan-kebutuhan-prioritas-infrastruktur-pupr
https://bpiw.pu.go.id/berita/kunjungi-bpiw-walikota-sungai-penuh-sampaikan-kebutuhan-prioritas-infrastruktur-pupr
https://bpiw.pu.go.id/berita/kunjungi-bpiw-walikota-sungai-penuh-sampaikan-kebutuhan-prioritas-infrastruktur-pupr
https://bpiw.pu.go.id/berita/kunjungi-bpiw-walikota-sungai-penuh-sampaikan-kebutuhan-prioritas-infrastruktur-pupr
https://bpiw.pu.go.id/berita/kunjungi-bpiw-walikota-sungai-penuh-sampaikan-kebutuhan-prioritas-infrastruktur-pupr
https://bpiw.pu.go.id/berita/kunjungi-bpiw-walikota-sungai-penuh-sampaikan-kebutuhan-prioritas-infrastruktur-pupr
https://bpiw.pu.go.id/berita/kunjungi-bpiw-walikota-sungai-penuh-sampaikan-kebutuhan-prioritas-infrastruktur-pupr
https://bpiw.pu.go.id/berita/kunjungi-bpiw-walikota-sungai-penuh-sampaikan-kebutuhan-prioritas-infrastruktur-pupr
https://bpiw.pu.go.id/berita/kunjungi-bpiw-walikota-sungai-penuh-sampaikan-kebutuhan-prioritas-infrastruktur-pupr
https://bpiw.pu.go.id/berita/kunjungi-bpiw-walikota-sungai-penuh-sampaikan-kebutuhan-prioritas-infrastruktur-pupr
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menganalisis 

perbaikan 

sungai 

 

penanganan 

cepat dan 

jaminan 

solusi jangka 

panjang 

(normalisasi 

sungai) 

 

2024 

(ppid.sungai 

penuhkota.go.

id) 

Banjir Bandang 

Dan Tanah 

Longsor Di 

Beberapa Desa 

Di Dalam 

Wilayah Kota 

Sungai Penuh 

10 Juni 2024 

Laporan media 

resmi/lokal 

(kombinasi humas 

Pemkot dan berita 

daring). Tulisan 

deskriptif dan kutipan 

langsung dari 

Walikota; bersifat 

komunikatif dan tegas 

 

Pemerintah 

menunjukkan 

ketanggapan 

dan itikad baik: 

“terus 

berusaha 

mengatasi” 

banjir. Narasi 

mengutamaka

n dukungan 

serta rencana 

tindakan, 

menampilkan 

sosok Walikota 

sebagai tokoh 

yang 

melindungi 

masyarakat 

 

Banjir 

kembali 

terjadi di 

awal 2024 

setelah 

curah hujan 

yang 

ekstrem 

pada akhir 

2023. 

Diskusi 

publik 

menekankan 

pentingnya 

solusi 

struktural 

yang 

berkelanjuta

n; 

pemerintah 

berusaha 

menyesuaika

n respons 

darurat 

dengan janji 

kebijakan 

normalisasi 

 

2025 

(ppid.sungai 

penuhkota.go.

id) 

Rencana Kerja 

(RENJA) 

Perubahan 

Tahun 2025 

Pemerintah 

Kota Sungai 

Penuh 

Laporan internal 

pemerintah (Renja 

BPBD) merupakan 

ringkasan dari 

pencapaian. Gaya 

tabel/statistik resmi, 

mengintegrasikan 

data insiden dan 

pencapaian bantuan 

 

Perspektif 

birokratik 

terukur: 

berfokus pada 

angka kejadian 

dan bantuan 

material. 

Narasi 

menekankan 

tanggung 

jawab pemda 

dalam 

Kelanjutan 

risiko banjir 

tahunan awal 

2025 

mendorong 

pemerintah 

daerah untuk 

memusatkan 

perhatian 

pada 

penanganan 

bantuan 
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distribusi 

bantuan 

material 

 

korban. 

Konteksnya 

adalah 

jadwal rutin 

mitigasi dan 

pencatatan 

performa 

BPBD terkait 

bencana 

yang terjadi 

berulang. 

 
Berita media massa dan media pemerintah daerah menunjukkan bahwa pemerintah 

Kota Sungai Penuh secara berkelanjutan menangani banjir dengan strategi darurat dan juga 
langkah-langkah jangka panjang. Dalam aspek dimensi teks, media lokal dan saluran resmi 
pemerintah menyajikan laporan dalam format faktual serta deskriptif, disertai dengan 
kronologi, kutipan langsung dari Walikota, serta laporan statistik. Berita tahun 2020–2021 
lebih singkat dan fokus pada tindakan cepat seperti evakuasi serta distribusi bantuan, 
sementara narasi tahun 2022–2024 lebih ekspositori, memperlihatkan Walikota sebagai 
sosok yang mengemukakan solusi struktural seperti normalisasi sungai dan pembuatan 
infrastruktur. Pada tahun 2025, format teks beralih ke gaya birokratik melalui dokumen Renja, 
yang menekankan data pencapaian dan distribusi bantuan material. 

Dari perspektif kognisi sosial, pemerintah dalam pemberitaan diposisikan sebagai aktor 
utama yang responsif, memiliki perhatian terhadap masyarakat, serta dipandang memiliki 
kapasitas pengetahuan dalam menangani persoalan banjir. Narasi yang berkembang 
menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya digambarkan sebagai pihak yang hadir dalam 
situasi darurat, tetapi juga sebagai pengambil keputusan yang berupaya merumuskan solusi 
jangka panjang terhadap persoalan banjir. Dalam beberapa pemberitaan, wali kota 
direpresentasikan sebagai figur kepemimpinan yang bijaksana yang memberikan dorongan 
moral kepada masyarakat sekaligus berperan sebagai advokat pembangunan infrastruktur 
kepada pemerintah pusat. Representasi tersebut menunjukkan adanya upaya konstruksi citra 
pemerintah sebagai institusi yang berwibawa, bertanggung jawab, dan berorientasi pada 
kepentingan publik. Dalam kajian komunikasi politik dan media, pembentukan citra 
institusional melalui narasi pemberitaan merupakan praktik yang umum terjadi, di mana media 
berperan dalam membingkai aktor pemerintah sebagai agen solusi dalam situasi krisis 
(Entman, 1993; Van Dijk, 2006). 

Dalam konteks sosial yang lebih luas, respons pemerintah tersebut berlangsung di 
tengah kondisi banjir tahunan yang terus berulang dan diperparah oleh intensitas curah hujan 
yang tinggi, kerentanan sektor pertanian, serta keterbatasan sistem drainase perkotaan. 
Literatur mengenai komunikasi risiko bencana menunjukkan bahwa pemerintah sering 
menjadi pusat ekspektasi publik dalam situasi krisis lingkungan karena memiliki legitimasi 
institusional dan sumber daya kebijakan untuk merespons bencana (Houston et al., 2015; 
Seeger, 2006). Pada tahun 2020, penanganan banjir berlangsung dalam situasi yang semakin 
kompleks karena bersamaan dengan pandemi COVID-19, yang menambah tekanan sosial 
dan ekonomi masyarakat. Studi tentang komunikasi krisis menunjukkan bahwa kondisi multi-
krisis seperti pandemi dan bencana alam secara simultan meningkatkan tuntutan terhadap 
pemerintah untuk menyampaikan informasi yang jelas sekaligus menunjukkan kapasitas 
kepemimpinan yang meyakinkan (Sellnow & Seeger, 2013). 

Pada periode 2021–2023, diskursus mengenai banjir dalam ruang publik semakin 
dikaitkan dengan isu ketahanan pangan akibat penurunan produksi pertanian serta 
meningkatnya kekhawatiran masyarakat terhadap keberlanjutan mata pencaharian. Hal ini 
sejalan dengan temuan penelitian mengenai dampak banjir terhadap sektor pertanian dan 
ketahanan pangan di berbagai wilayah Asia Tenggara (Alderman et al., 2012; Hirabayashi, 
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2021). Memasuki periode 2024–2025, diskusi publik semakin menyoroti pentingnya 
normalisasi aliran sungai, pembangunan infrastruktur pengendalian banjir, serta perencanaan 
mitigasi berbasis kebijakan jangka panjang. Dalam konteks ini, pemerintah berupaya 
menyeimbangkan tindakan respons darurat dengan upaya perencanaan kebijakan yang lebih 
struktural dan berkelanjutan, sebuah pendekatan yang dalam literatur manajemen bencana 
dipandang sebagai strategi penting untuk mengurangi risiko bencana jangka panjang 
(Tierney, 2014; UNDRR, 2019). 
 
Analisis Resonansi Sistem Masyarakat dan Pemerintah 
 Resonansi Niklas Luhman tidak berupaya menyelesaikan masalah lingkungan, 
melainkan membantu kita melihat realitas lingkungan yang direduksi dalam komunikasi 
internal sistem sosial, sehingga bisa memberi pemahaman mengenai dinamika sosial yang 
ada di masyarakat (Baraldi & Corsi, 2017).  

 Dalam analisis resonansi, penelitian ini hanya fokus pada seleksi respon yang 
dilakukan oleh sistem masyarakat dan pemerintah di dalam teks media lokal mengenai isu 
banjir. Sehingga, komunikasi yang dilakukan diluar media tidak menjadi fokus di dalam 
penelitian ini. 

Melalui pendekatan resonansi komunikasi ekologis Niklas Luhmann, respons sistem 
komunitas Sungai Penuh terhadap masalah banjir pada periode 2020–2025 menunjukkan 
resonansi yang cenderung "berlebihan" tetapi belum seimbang. 

Hal ini dapat dilihat dari cara masyarakat secara aktif menanggapi masalah banjir 
melalui berbagai bentuk komunikasi dan tindakan, mulai dari protes atas sawah yang 
tergenang banjir, upaya masyarakat untuk membersihkan sungai, hingga inisiatif pribadi untuk 
membersihkan sampah dari saluran drainase. Resonansi "berlebihan" tampak jelas karena 
hampir setiap musim hujan masalah ini muncul kembali di media dan ruang publik, memicu 
reaksi emosional dan moral serta tindakan langsung. Dengan kata lain, sistem sosial terus-
menerus "bergetar" dan beresonansi dengan masalah lingkungan ini. 

Namun, resonansi ini belum dapat dianggap seimbang, karena partisipasi masyarakat 
seringkali muncul sebagai reaksi sementara dan kebetulan, bukan sebagai hasil dari sistem 
komunikasi yang konsisten dan berkelanjutan. Respons masyarakat lebih kuat dalam bentuk 
protes, kritik, atau tindakan mendadak, sementara aspek struktural seperti pengelolaan 
saluran sungai, pembangunan bendungan, dan kebijakan lingkungan belum sepenuhnya 
merespons dengan kecepatan yang sebanding. 

Dalam dimensi teks, media menyoroti sistem masyarakat dengan tindakan praktis dan 
nyata mulai dari inisiatif mandiri, membersihkan sungai, hingga upaya normalisasi sungai 
secara manual. Intensitas komunikasi masyarakat di dalam media juga tergolong tinggi 
dengan ekpresi berbagai istilah dominan seperti : inisiatif masyarakat, menjaga sungai, dan 
gotong royong. Masyarakat digambarkan reflektif, peduli dan sadar akan ancaman lingkungan 
berupa banjir karena mempengarhi aktifitas kehidupan, terutama pertanian dan ketahanan 
pangan. 

Temuan ini sejalan dengan studi (Andreastuti et al., 2019; Drury & Ntontis, 2025; 
Yokouchi, 2015) menujukkan media telah menjadikan identitas kolektif masyarakat sebagai 
penjaga sungai terbentuk sebagai sistem utama dalam mitigas bencana, menunjukkan bahwa 
iritasi terhadap komplesitas lingkungan telah dimaknai secara sosial. 

Resonansi masyarakat memiliki kapasitas yang teralu besar, dikarenakan sangat 
intensi, bersifat reaktif, dan berulang. Resonansi yang terlalu besar menyebabkan adanya 
dampak normalisasi bahwa permasalahan banjir hanyalah tanggung jawab masyarakat saja, 
sehingga berpotensi kelelahan sosial dan adaptasi yang tak seimbang. Studi-studi komunikasi 
sistemik ala Luhman seperti (Dubé, 2017; Gonnet, 2018) menjelaskan analisis yang terlalu 
besar bukan berarti baik maupun buruk, melainkan melampai batas stabilitas sistem sosial 
masyarakat secara internal. 

Ketika dianalisis menggunakan pendekatan resonansi komunikasi ekologis Niklas 
Luhmann, respons sistem pemerintahan Kota Sungai Penuh terhadap masalah banjir 
menunjukkan pola resonansi yang cenderung terlalu kecil meskipun terorganisir. Antara tahun 
2020 dan 2025, pemerintah terus terlibat dalam komunikasi publik melalui laporan resmi, 
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siaran pers, dan dokumen perencanaan. Narasi selalu menyoroti ketahanan, kepedulian, dan 
upaya berkelanjutan. Wali kota digambarkan sebagai sosok yang bijaksana dan responsif 
yang juga merupakan tokoh sentral dalam memperoleh dukungan infrastruktur. Dalam hal 
komunikasi, resonansi pemerintah cukup konstan muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari 
laporan singkat selama keadaan darurat, penjelasan ketika membahas rencana normalisasi 
sungai, hingga gaya birokrasi dalam dokumen Rencana Kerja. Dengan kata lain, sistem 
pemerintahan berdengung secara resmi dan teratur. 

Namun, jika dibandingkan dengan frekuensi dan intensitas resonansi publik, resonansi 
pemerintah tampak lebih rendah. Respons pemerintah lebih terencana, terstruktur, dan 
administratif. Jarang menunjukkan intensitas emosional atau ledakan komunikasi spontan 
seperti yang terlihat dalam respons publik. Dengan kata lain, resonansi pemerintah terlalu 
kecil dalam arti intensitas emosionalnya rendah, meskipun posisinya tetap stabil dan 
berulang. Komunikasi pemerintah seringkali lebih fokus pada citra dan manajemen (seperti 
data korban, bantuan, rencana infrastruktur), sehingga dampaknya terasa resmi dan agak 
lambat untuk menangkap reaksi emosional masyarakat yang muncul setiap kali terjadi banjir. 

Dalam konteks ekologi komunikasi, ini menunjukkan bahwa pemerintah berada dalam 
resonansi parsial. Dalam teks media yang dianalisis, pada dasarnya pemerintah mendengar 
gema masalah banjir, tetapi tidak sepenuhnya menyelaraskan frekuensinya dengan intensitas 
masyarakat. Resonansi yang rendah ini membuat pemerintah tampak hadir,  tetapi tidak 
cukup kuat untuk membangun keseimbangan komunikasi antara sistem masyarakat dan 
sistem politik pemerintah. Pemerintah hadir hanya secara administratif dan simbolik sebagai 
bentuk dari kinerja dan pembangunan 

Dalam teks media, resonansi sistem pemerintah bersifat birokratis, kronologis dan 
factual. Sejalan dengan penelitian berupa (Davlasheridze & Miao, 2021; Ingargiola & Perotin, 
2013; McCarthy & Brown, 2014; Miao & Davlasheridze, 2025; Saini et al., 2024) 
pembangunan infrastruktur, pemberian bantuan, evakuasi korban, dan mendata pencapaian 
mitigasi sebagai bagian dari kinerja. Menurut studi  (Canel & Sanders, 2016; Greitens & 
Joaquin, 2012; MARTÍNEZ GUZMÁN, 2020; Ranta, 2011) mayoritas komunikasi pemerintah 
bersifat administratif dan top down difliteriasi oleh kode regulasi berupa program, anggaran, 
dan laporan kinerja. Sedangkan menurut studi (Andreastuti et al., 2019; Ramadhan & 
Sunarharum, 2025)  pemahaman pemerintah mengenai mitigasi pemerintah digambarkan 
tidak sepenuhnya berasal dari pengalaman masyakat sehari-hari dalam menghadapi masalah 
lingkungan.  

Sistem pemerintah mengamati kompleksitas lingkungan agar tidak menggangu 
stabilitas internal sistem. Pemerintah hanya merespon banjir sebagai bentuk bencana 
tahunan, tekanan publik, dan penurunan produksi pangan. Ritme komunikasi krisis 
pemerintah juga masih lamban dalam penanganan, karena masih terhambat mekanisme dan 
adaptasi strukturalnya sendiri yang masih kaku dan administratif, sehingga berdampak pada 
kapasitas resonansi yang terlalu kecil. 

Terbatasnya resonansi pemerintah sejalan dengan studi (Handoyo, 2024; Ruan et al., 
2022) yang menujukkan bahwa mekanisme komunikasi dan kebijakan pemerintah yang 
rendah akan berdampak pada stabilitas, legitimasi dan tatakelola lingkungan yang tidak stabil 
dan lamban. 

Dalam konteks teori resonansi Niklas Luhmann, situasi ini menunjukkan bahwa sistem 
sosial hanya akan merespons gangguan dari lingkungan sejauh komunikasi yang 
berkelanjutan dianggap bermakna (Luhmann, 1989). Banjir segera menjadi perhatian 
masyarakat karena secara langsung mengancam kehidupan sehari-hari dan mata 
pencaharian. Bagi pemerintah, resonansi terjadi tetapi diproses melalui logika birokrasi, 
sehingga lebih lambat dan lebih formal. Hasil ini mendukung teori Luhmann bahwa resonansi 
antar subsistem selalu asimetris: setiap subsistem beresonansi dengan kode komunikasinya 
sendiri (Barnett, 2008; Bulcsu, 2012; Mohe & Seidl, 2011). 

 Resonansi yang tidak seimbang antara masyarakat dan pemerintah membuat banjir 
selalu tertangani, tetapi mudah kembali karena tidak mengubah kondisi tetapi hanya mencoba 
pengolah dampak. Teks media menonjolkan gotong royong masyarakat membuat pemerintah 
sepertu gagal dalam membuat kebijakan secara struktural. Pemerintah sangat tergantung 
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pada kapasitas masyarakat, berdampak pada perlemahan tata kelola lingkungan. Resonansi 
yang tidak seimbang membuat banjir dikelola secara tidak tranformatif dan beradaptasi pada 
kondisi lingkungan dan fungsional internal sistem sosial. Ketidakseimbnag resonansi 
membuat sistem yang ada berpotensi gagal dalam mereduksi permasalahan lingkungan dan 
membuat mitigasi resiko bencana menjadi tidak terkelola dan dipresiksi dengan baik. 

Penelitian seperti (Salley et al., 2025; Setiadi et al., 2023) menekankan bahwa 
komunikasi penanggulangan banjir bergerak dari pola top-down menuju partisipatif. Namun, 
penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun partisipasi masyarakat meningkat, hal tersebut 
tidak serta-merta menghasilkan komunikasi yang seimbang, karena resonansi masyarakat 
justru menjadi terlalu dominan dibandingkan pemerintah. Sementara itu, studi (Lin, 2025) 
menekankan pentingnya komunikasi kolaboratif dalam meningkatkan efektivitas mitigasi, 
tetapi temuan penelitian ini menunjukkan bahwa hambatan utama bukan hanya pada 
kurangnya kolaborasi, melainkan pada perbedaan logika komunikasi antar sistem sosial yang 
menyebabkan ketidaksinkronan respons. Dengan demikian, penelitian ini memperluas 
temuan sebelumnya dengan menunjukkan bahwa persoalan komunikasi banjir tidak hanya 
terletak pada media atau strategi, tetapi pada ketidakseimbangan struktural dalam resonansi 
sistem sosial. 

Secara teoritis, temuan ini menunjukkan bahwa ketidakseimbangan resonansi bukan 
sekadar perbedaan intensitas komunikasi, tetapi mencerminkan mekanisme autopoiesis 
sistem sosial sebagaimana dijelaskan oleh Luhmann. Sistem masyarakat beroperasi dengan 
logika pengalaman langsung dan kedekatan terhadap risiko, sehingga menghasilkan 
komunikasi yang cepat, emosional, dan berulang. Sebaliknya, sistem pemerintahan 
beroperasi melalui logika birokrasi dan regulasi, yang menuntut stabilitas, prosedur, dan 
akuntabilitas, sehingga menghasilkan komunikasi yang lebih lambat dan terstruktur. 

Perbedaan logika ini menyebabkan ketidakmungkinan terciptanya resonansi yang 
sepenuhnya simetris, karena masing-masing sistem hanya dapat merespons berdasarkan 
kode internalnya.Dalam konteks ini, media tidak hanya berfungsi sebagai saluran informasi, 
tetapi sebagai ruang observasi kedua (second-order observation) yang memperlihatkan 
bagaimana masing-masing sistem mengkonstruksi realitas banjir secara berbeda. 
Implikasinya, kegagalan dalam penanggulangan banjir tidak dapat semata-mata dipahami 
sebagai kegagalan kebijakan atau partisipasi, tetapi sebagai konsekuensi dari 
ketidaksinkronan komunikasi antar sistem sosial yang secara struktural tidak dapat 
sepenuhnya disatukan. 

 

Penutup 

Analisis resonansi sistem sosial terkait masalah pengelolaan banjir di Kota Sungai 
Penuh menunjukkan ketidakseimbangan antara resonansi masyarakat dan pemerintah. 
Masyarakat merespons dengan "terlalu banyak" karena mereka menganggap banjir sebagai 
ancaman langsung terhadap kehidupan dan mata pencaharian sehari-hari mereka, yang 
berarti mereka mendominasi peran tersebut, sementara pemerintah cenderung merespons 
dengan "terlalu sedikit" secara birokratis dan konsisten, tetapi dengan intensitas dan 
partisipasi yang lebih rendah. 

Dalam teori resonansi Niklas Luhmann, temuan ini menegaskan bahwa setiap 
subsistem sosial (masyarakat dan pemerintah) hanya beresonansi sesuai dengan logika 
komunikasinya sendiri, sehingga resonansi yang terjadi tidak pernah seimbang. 
Ketidakseimbangan ini mengakibatkan komunikasi gagal menciptakan solusi bersama yang 
berkelanjutan. 

Sesuai dengan kerangka teori komunikasi lingkungan Niklas Luhman, Penelitian ini 
tidak akan memberikan saran normatif mengenai komunikasi terbaik yang harus dilakukan 
masyarakat dan pemerintah. Penelitian ini bisa menjadi rujukan  bagaiamana kita melihat cara 
masyarakat dan pemerintah berkomunikasi mengenai kompleksitas lingkungan terutama 
masalah banjir.  
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Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan studi komunikasi lingkungan dengan 
menunjukkan bahwa efektivitas komunikasi tidak hanya ditentukan oleh media atau 
partisipasi, tetapi oleh resonansi antar sistem sosial. Perspektif ini membuka ruang bagi 
pendekatan baru dalam kajian komunikasi bencana yang lebih menekankan pada dinamika 
sistemik dibandingkan pendekatan instrumental. 
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